BAB III

OVERMACH DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengertian overmach .

Overmach dalam kitab undang undang hukum pidans ,
terdapat dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi 'barang siapa
yang melakukan tindek pidena karena pengaruh daya paksa

tidek dipidena'. ( Moeljatno, 1978 ).

Dalam memberikan pengertian kata overmach tersebut
Moeljatno mengartikan dengen istilah days paksa, yakni
daya etau_kekuatan..yang.lebih besar. (Moeljatno, 1993
138) .

Selanjutnya dalem memberikan pengertian kata over-
mach atau yang biasa disebut dengan 'daya paksa', maka
disini kemi akan mengutip dari pendapat ahli hukum delsm

memberikan pengertian apa overmach itu .

Overmach menurut etimologi  adalah keadaan

memaksa . ( Fockema Andree, 1983 : 379 ) .

Yeng dimaksud pengertian ini adelah bshwa keadaan
atau situasl yang mendorong seseorang untuk melakukan per
buatan yang dilerang oleh undeng-undang . Jadi unsur
penyebabnya dari perbuatan tersebut bersumber dari diri

pribadi, bukan deri luar

Sudarsono memberikan pengertian overmach dengan



keadasn yang luar bissa yasng tak dapat dihindari, oleh
setiap orang dalam bentuk usaha apepun . ( Sudarsono N

1992 : 333 ) .

Daeri pendapat ini}dapat ditarik kesimpulan bahwa
overmach adalah sesuatu kesdasan, beik yang dastang dari
dirinya atau keadeaan diluar dirinye yang mana keadaan
tersebut memaksenys untuk melakukan suatu perbuatan yang

dilarang oleh undeng undang atau hukum yang berlaku.

Sedangkan ALN. Krammer, mengartikan overmach de-
ngan berat lawan . ( Krammer, 1966 : 89 ¥

Berat lawan, kalau-diartiken adalah sesuatu keku
asaan atau kekuatan dari tenages yang memsksanya, untuk

melaekukan suatu tindaken atau perbuatan .

Dari pendapat-pendapat diatas kalau di psadukan
maka ekan tampak dengan jelas adanys perbeaaan ,» dimans
ade yanhg berpendapat overmach itu bersumber pada dirinya
dan ada pule yang berpendapat behwa overmach  bersumber
dari luar dirinye yekni kekuatan yang memaksanya untuk

melakukan perbuatan tersebut .

Selanjutnya, R. Sugandi mengartikan overmach de-
ngan 'kekuasaan yang lebih besar', yaitu kekuasaan yang
pade umumnys tek mungkin daspat ditentang. ( R. Sugandi ,
1980 ; 54 ) . Pendapat ini sama halnya yang dikemukakan

oleh Moeljatno diatas .



Menurut:Memory Van Tolichting, overmach itu dise-
but sebagsi suatu penyebab yang datangnya dari luar
sehingga membuat suatu perbuatan itu menjadi tidak dapat
dipertanggung jawabkan kepada pelakunys yang telah di
rumuskan sebagai 'elke kreach, elke dwaag, elke dréng
waaran men geen weerstand kan'-bieden' atau setiap kekua-
tan, paksaan, tekanan dimana terhadepnya tersebut orang
tidek depat memberikan perlawanan ; ( Lamintang, 1973

408 ).

Roeslan Saleh mengartikan overmach dengan daya

paksa . (roeslan Salaeh, 1980 % 22 ).

prof. Van Hammel memberikan pengeftian dari kats
overmach yeitu sebagai suatu keadaan yang menggambarkan
adanya ketidaek mungkinan untuk memberikan suatu perlawa-

wanan . ( Lamintang, 1973 : 410 ).

Jadi yang dimaksud dengan overmach diatas adaleh
suatu daya, tenega, serta kekuatan ataupun keadean yang
memakss seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hal
mens atas daya, tenaga, kekustan dan keadaan tersebut

suatu perbuatan terjadi .

Sebagei suatu perbandingan, marilsh kita lihat
dari pendapati-pendapat yang lain yang memberikan panda-
ngan serta pengertian spa yang dimsksudkan dengan kata

overmach itu, diantaranys dikemuxaken ole
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R. Susilo , dalam KUHP dan komentar - komentarnya
menjelaskan sebagai berikut : "Barang giapa yang melaku-
kan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan
yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum".

( R. Susilo, 1976 : 54 ) .

Kata terpaskss harus disrtikan, baik paksaan batin
maupun lahir, rohani maupun jasmani. Kekuasaan yang
tidek dapat dihindarkan adalah suatu kekuasaan yang ber-

lebih, kekuasaan yang peda umumnya tidek dapat dilawan .

pari pendapat R. susilo ini dapat diambil suatu
kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan overmach adalah
jika seseorang melakukan tindak pidana karena adanya

paksaan oleh kekuasaan yang tak dapat dihindarkannya .

Adapun menurut Subekti SH. dan Tjitro sudibio "
overmach adaslah barang siapa yang melakukan suatu tindak-
an pidana terdorong karena keadaan memaksa , lapun tidak
boleh dihukum karenanya- . ( subekti SH, dan.i@itro sSudibio
1975 : 80 ) .

Dengan demikiean berarti apabila seseorang berbuat
atau melakukan suatu tindasken pidana apapun baik pelanggr
aran atau kejahatan, maka ia harus dibebaskan dari.hukiman
kalau ia melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut
disertal keadean yang memaksanya , meskipun ia depat di

kenai sangsi pidana kalau keadaan tersebut tidak menyer = .

tainya .
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pendepat lain .ténteng ~ overmach 1ini dikemu-
kakan oleh Mr. Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa orang
yang melakukan tindek pidana karena pengaruh daya paksa

tidak dipidana . ( Roeslan Saleh, 1978 : 22 )

Disini yang menjadi penyebab tidak dipidananya
atau hepusnya hukuman bagl pelaku tindak pidana adalah
karena adanya pengaruh daya paksa yang berarti kekuatan

deri luar pribadinya .

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh
pare saerjana diatas , dapatlah diketahui bahwa sebenarnya
overmach mempunyai pengertian yang sama yaitu Thapusnya
hukuman bagi peleku tindak pidana karena adanya daya
paksa yang memaksanya untuk melakukasn perbuatan yang me-
lawen hukum . Namun karena redaksi yang dikemukakan
berbeda-beda, sehingga memerlukan keitelitian yang cermat

agar memperoleh pengertian yang benar .

Menanggapl dari beberapa pengertian tersebut di
ates kami lebih cenderung dari pendapatl yang menyatakan
wovermach" sebagai daya paksa , yang berarti apabila
seseorang melakukan tindek pidana karena adanya pengaruh

daye ,-axsa , tidak dikenal sangsi pidana .

selanjutnya yasng menjadi persoalan sekaranng
adalah apakah daya paksa yaitu daya yang memaksa itu

merupaken peksaan pisik, terhadap mana orang yang terke-
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na paksaan tidek dapat menghindari, ataukah merupakan
peksaan psichis ,dalam batin terhadap mana meskipun secara
pisik orang masih dapat menghindarkannya namun daya itu
lebih besarnya , sehingga dapat dimengerti kalau tidak

kuat menahan daya tersebut .

Kekuatan pisik yang mutlak yang tidak dapat dihin-
dari dinameken Vis absoluta, sedangkan kekuatan psichis
dinamaken vis compulsiva, karena sekalipun tidek memaksa

secara mutlak , tetepi memaksa juga . ( Moeljatno , 1993:
139 ) .

Jedi menurut keterangen diatas daya paksa dibagi
menjadi dus :

1. Daya paksa absolut ( mutlak ), biasa disebut vis
absoluta .

2. Daye paksa relatif ( vis compulsiva ) .

Untuk daeya paksa yang bersifat absolut atau vis
absplutayisebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya,
karena pembuat sendiri yang menjadi korban paksaan pisik
orang lein , jadi ie tidek mempunyai pilihan sama sekali
misalnya seseorang yang diangkaet oleh orang yang lebih
kuat lalu dilemparkannya kejendelsa sehingga membuat kaca
jendela pecah, den dimasukkan dalam membuat rusak barang
milik orang lein , akan tetapi ie tidak dikenai hukuman
karena oreng yaeng dilemparken itu sebenarnye menjadi

korban kekusten orang lain yang melemparkannya .



Umumnya diketakan bahwa Vvis absoluta tidak masuk
dalam pasal 4& KUHP, adapun sebabnya adalah  bshwa dalam
vis absoluta orang yang berbuat bukan yang terkena pakseaan
tetapl orang yasng memberi paksaan pisik . Paksaan pisik
yang berasal dsri orang lain itu menimbulkan keadaan si
pembuat ( orang yang terpaksa ) menjadl alat belaka yang

bersds dalam tangan orang yang memaksa .

Mengenai daya paksa relatif yang bersifat psichis
atau vis compulsiva biasanya dibagi dalam daye paksae arti
sempit ( overmach in engezin ), dimena sumber musababnya
paksaan, keluar dari orang lain. Seperti Orang yang dito-
dong pakei senjata, apabila tidak menurutinya ancaman itu
benar-benar akan dilaksanakan . Sedangkan yeng kedua ada-
1sh delam keadean darurat ( noodtoestand 3 dimana daya
paksa tadi tidak disebabkan oleh orang lain , tetapi
timbul dari keadsan-keadaan tertentu baik dari diri pem-
buet atau diluar dirinya yang disebabke oleh gejala alam.
Miselnya pilot yang terhempas pesawatnya karena adanya
gempa dan menimpa pada pesawat yang lain yang menyebabkan

jatuh korban dipesewa lain .

Delam memberikan batasae—batasan agar seseorang da-
pat dikatagorikanvovermach para penegak hukum sangat
ketet untuk menghindari kemungkinan adanya pensiasatan pe
da hukum, yang sesungguhnya bukan overmach beralassn ka -

ns terpekss ( overmach ) .



Dari. uraian-tersebutsdiatas bahwa, psksaan  yang
pbersifat absolut atau vis absolutas itu dapat  merupakan
paksaan secara pisik dan dapat pule merupakan paksaan se
cara psikis. Sedangkaen paksaan yang bersifat relatif atau
vis compulsiva itu merupakan paksaan secara psikis dalam
arti luas, yang berupa keihginan-keinginan dan pemikiran
yang bekerja demikian rupa, hingga ia mampu mempengaruhi
orang lain yaitu untuk melakukan sesuatu ataupun tidak

melakukan sesuatu.

paksaan secara pisik ini dapat dipandang sebagai
absolut dwang, apabila paksaen tersebut adalah demikian
kuatnys, sehinggae segala kegiatan atau kemampuan untuk
melakukan sesuatu pada orang yeng dipaksa itu menjadi di
tiadakan. Sedangkan paksaan secara psikis dapat dipendang
sebagai absolut dwang, apabila paksaan te:sebut mempunyel
pengaruh yang demikian besar pades susunan syaraf dari
orang-yang mendapat paksaan, hingga kemampuan dari orang
itu sendiri menjsdi tidek ada sama sekali. Misalnya se-
seorang yeng karens pengaruh sugesti secara hipnotis
telsh melakukan sesuatu atau teleh tidek melakukan sesu-
atu sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang telah

menghipnotisinya. ( Lamintang, 1973 : 410 ) .

Dari keterangan diatas kiranya sudah jelas Dbahwa
sebeb ditiadskan hukuman terhadsp pelaku pada paksaan

secara pisik (absolut overmach ) karena sebenarnya pelaku



tidek melakukan suatu perbuatan, ia hanya merupaskan alat

dari oreng lain yang memaksanya .

selsnjutnya Prof. Van Hamel berpendapat bahwa,
overmach itu buken merupakan suatu dasar pembenaran bagi
apa yang teleah dilakukan seseorang dan bukan pula meru -
pakan keadaan yang meniadakan hal dapat dipertanggung Jja
wabken seseorang atas perbuatannya. Suatu perbuatan yang
telah dilaskukan karena edanya suatu absolut overmach itu
hampirlah tidek dapat dipertanggung jawabkan segeorang
atas perbuatannyas menurut hukum pidana, oleh karena per-
bustan tersebut sebenarnya bukanlah merupakan perbuatan
dari pelakunya sendiri. Sedangkan pada relatif overmach
ituvjustru merupakan suatu dasar pembenaran, bagi perbu-
atan-perbuastan yang telah dilakukan oleh orang yang

mendapat paksaan. ( Lamintang, 1973 : 411 ) .

Dari keterangan dietas, kiranya sudah jelas bahwa
overmach yang bersifat ebsolﬁt itu tidak\perlu dibahas
secara mendetail, karena meskipun misalnya tidak ada pa-
sal 48 XUHP, toh orang itu tidak dapat dihukum atau di
pertanggung jaWabkan atas perbuatannya, dis hanyalah me-
rupekan spatu sasaran dari kekuatan dan keinginan orang
lain. Jadi orang itulash yang harus dihukum , kasrena dia
yang menyebabkan orang lain menderita karena kekuatan
yang dilakukannya. Sedangkan.untuk overmach yang relatif

atau paksasan secara psikis, penyebabnya timbul terkxadang
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datang dari diri menusia dan dapat pula dateng dari suatu
kxeadaan tertentu yang biasas disebut noodtoestand , yang
akan dibahas lebih leanjut . Hal mana pada paksaan psikis
itu orang yang dipsksa masih dapat memilih dari dua perbu
atan, ysitu menolak dengan resiko atau melakukan suatu
perbuatan sesual yang diinginkan oleh pemaksa, yang kedua
nys sama beratnya dan tidak disukei, namun-begitu pada:ds

sarnya pilihan hanya pada apa yang diinginkan pemaksa .

B. Syarat-syaret overmach .

Menurut ven Hammel , perbuatan-perbuatan yang di
lskuken oleh seseorang yang dalam keadsan overmach sama
sekali tidak boleh didasarkan pada pertimbangan bahwa 1ia
agkan “dapat memperoleh suatu keuntungan", melainkan harus

memenuhi beberapa syarat sebagei berikut ;

1. Adanya perasaan takut terhadap sesuatu bahaya
2. Adanya bahaya bagi sesuatu kepentingan hukum.
3., Kenyatasan bahwa perbuastan yang ia lakukan itu memang
perlu untuk meniadakan sesuatu tindaek pidenes yang lain.
( Laminteng, 1973 : 411).
ilenanggapi pendapat diatas , mengenai perasaan
takut , Simon berpendapat bahwa tidak setiap tindakan
yang mendatangkan rasa takut itu menjadi dasar bagl tideak
dapat dihukumnya seseorang yang mendapat paksaan untuk

melakukan sesuatu atau tidek melakukan sespatu . menurut



belisu, apakah didalam suatuiperistiwa tindak pidana itu
terjadi merupakan perbuatan overmach atau tidak, maka
penentuasannya diserahkan pada hakim untuk menilaili secara
bebas, oleh karena pembentuk undang-undsng telah tidak
memberikan penjelasannya lebih lanjut tentang bilamana su
atu perbusten diesnggep sebagai overmach. Akan tetapi hakim
juga perlu memperhatikan kenyataenbahwa , kekerasan atau
ancaman dengan kekerasan ysng telah digunskan oleh sese -
orang yang melskukan suatu pemaksaan itu adalah demikian
rupa, hingga sikap menyerah dari orang yeng mendapat pak-
sean itu memang dapet dipandang sebagai suatu sikap yang

wajar . 7 o

Lain halnya yang dikemukakan pleh prof. Noyon yang
berpendepat bahwa, paksaan yang bersifat psikis itu tidsak
depat dimasukken kedalam pengertian overmach, gsebagaimana
yang dimaeksud didalam pasal 48 KUHP, oleh karena paksaan
yang bersifat mutlak atau pisik séjalah, orang itu sebe -
narnya 'tidek dapat' memberikan perlawanah .

( Lemintang, 1973 : 412 ) .

sungguhpun demikien beliaupun mengakui bahwa, ke-
tentuan pidena yang telah diatur didelam pasal 48 KUHPita
buken hanys mengatur peristiwa-peristiwa dimeana terdapa
paksaan secera pisik seja, melainken juge mengatur ber-
macam-mecam peristiwa yang tideak sejenis, yaitu antars

lein peristiwas-peristiwa dimana terdapat texanan seceara
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psikis dan peristiwa-peristiwa dimena seseorang iturkare-

na telsh terpakss melakukan sesuatu.

sebagail contoh dari peristiwa dimana terdapat suatu
tekanan secara 'psikis' yang dikemukakan oleh Prof. Noyon
yaitu peristiwa yang dihadapi oleh seorang pengemudi yang
dengan ancaman akan ditembak dengan sebuah revolver, telah
dipaksa oleh penumpanghya untuk mengendarai kendaraanya
lebih cepat hingga melampaui batas kecepaten tertinggi

yang diizinkan oleh undang-undang .

Apabila bagl pengemudi tersebut, tidak ada lagi
jalan lain kecualil memenuhi permintaan dari penumpangnya
maks is tidaek depat dihukum , oleh karena ancamasn dengan
suatu kematien itu mempunyai pengaruh yaﬁg besar terhadap
oreng pada umumnya, dimana mereka umumnys segan untuk mem

beri perlawanan terhadap ancaman seperti itu.

Sebagai contoh dari peristiwa seseorang telah ter-
paksa untuk meleskukan perbuatan sesuatu perbuatan yang
melanggar hukum, telah dikemukakan oleh Prof. Noyon,yaitu
peristiwa seorang dokter yeng telah mengendaral kendara -
annye dengan kecepatan melebihi batas kecepatan tertinggi
yang diizinken oleh undang-undang, yaekni dengan harapan
agar secepat mungkln dapat datang kerumah pasien yang

perlu segera mendapatkan pertolongannya.

Walaupun secara nyata dokter tersebut telah melas -
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kukan suatu perbuatan yang melangger hukum, akan ~tetapi
dewasa ini orang tidek menginginkan untuk menganggap per
buatan deri dokter tersebut sebagai suata perbuatan yang
melanggar hukum, oleh karena menurut tertib hukum yang
berlsku pada umumnya orang berpendapat bahwa, perbuatan
menolong seorang pasien itu adalah lebih penting dari
pada kewajiban'untuk memperhatikan batas kecepatan yang
diizinkan oleh undang-undang. . Didalam peristiwa ini juga
dapat kita ketahui, bahwa bahaya itu sebenarnya tidak .
mengancam pribadi dari dokter itu sendiri,

( Laminteng, 1973 : 413 ) .

Menurut prof. Noyon , apakeh didalam sesuatu pe-
ristiwa itu benar-benar tefdapat suatu 'absolut dwang.'
atau tidek, biasanya tidak sulit untuk menentukannya,ol-
eh karena dalam hal semacam itu bilasanya orang henya ha-
rus melihat kepada petunjuk—petunjuk-yang-nyata cajdy
akan tetapi kesulitannya justiru untuk menentukan apakah
didalem sesuatu peristiwa tertentu itu benar - benar
terdapat suatu 'relatif dwang' atau tidak, dimana
menurut pendapat pembentuk undang-undsng dimasukkan pada
noodtoestand , yeng harus pula dimasukkan dalem penger -

tiannya . ( Lemintang, 1975 : 411 g
Terbedaan antara absolut dwang dengan relatif dwa
ng bahwa, paca relatif dwahg itu tetap membiarkan kehen-

dak dari orasng yang dipaksa untuk melakukan sesuatu atau



untuk tidak mrlakukan sesuatu itu tetap bebas , dan
nanya karena ditimbulkannya suatu 'tekanan yang demikian
besar ' oleh paksaan relatif itulah, orang tersebut ter-
paksa melakukan sesuatu atau tidek melakukan sesuatu,dan

oleh karenanye ia tidak dapat dihukum .

Mengenai permasalahan apakah' 'suatu kedaan memak-
sa' yang telah ditimbulkan oleh keadaan-keadaan itu me-
rupeken suatu keadaan yang membuat sesuatu perbuatan itu
menjadi tidek bersifat melanggar hukum, atau merupakan

sustu keadsan yang meniadakan unsur '*schuld' pada pelaku

nya, prof. Noyon berpendapat bahwa suatu overmach itu
harusleh diartikan sebagai suatu keadaan yang membuat
sesuatu perbuatan yang telah dileskukan seseorang yang

berada peda keadaan semacam itu menjadi tidak bersifat
melanggar hukum, dan pada waktu yang sama juga merupakan
suatu keadean yang meniadakan unsur 'schuld' pada diri

pelakunye. ( Lamintang, 1973 : 413 ) .

Apabila Prof. Noyon itu berpendapat 'psikis over- ’
mach' itu sebenarnya tidak depat dimasukkan ke dalam
pengertian dari 'overmaca' sebageimana yang dimaksud
didalem pasal 48 KUHP, dengan alasan bahwa hanya terhadp
'pisik overmach' sajalah orang tidak dapat memberikan
perlawanan , sSebagaimana tersebut diatas, maks lain hal
nya yang dikemukakan oleh Prof. Simons, yang berpendapat

bahwa pasal 48 KUHP itu tidek dapat diberlakukan untuk



W
(VDN

'pisik overmach' dengan alasan bahwa didalem pisik oﬁer—
mach itu, orang yeng dipaksa atau orang yang terpaksa
melakukan suatu tindakan tertentu itu telah bertindak..di
luaer kemauannya, bahkan sedikitpun orang tersebut tidak
mempunyai suatu kesengajaan (opzet) ataupun ketidak se-

ngajeen (schuld) . (Lamintang, 1973 : 413 )

Selanj;tnya prof. Simons berpendapat bahwa psikis
overmacin itulah yang justru telah dimeksud sebagai over-
mach didalam pasal 48 KUHP, dengan alasan bahwa apabile
delam keadaan semacam itu, seseorang ita telah melakukan
sesuatu perbuatan, maka sebenarnya orang tersebut dapat
dikatakan telah dipaksa oleh keadaan sesuatu yang memak-
ga . Keadaen memaeksa itu telah membuat seseorang yang
telah melakukan sesuatu perbuatan menjadi tidek dapat di
persalahkan karena perbuatannya, karena pada diri orang:
tersebut sebenarnya tidak terdapat schuld. Schuld disini
harusleh diartikan sebagai kesalshan, dan bukan sebagai
bentuk schuld yaitu sebagai dolus ataupun sebagai culpa.

( Lemintsng, 1973 : 415 ) .

Menurut pProf. Simons suatu pisik overmach dapat
terjadi karena dua hal., yaitu :
1. Karena oleh seseorang telah digunakan kekerasan atau
ancaman dengan suatu kekersan untuk memaksa orang lain
melakukan sesuatu perbuatan tertentu atau memaksa

orang lain untuk tidak melakukan sesuatu yang sebe-



A
o

narnya ia wajib untuk melakukannya, misalnya dengan me
megang tangan seseorang dan memaksenya untuk menanda
tangani sepucuk surat, atau dengan merampas kemerdeka-
an seseoreng agar orang tersebut tidek dapat memenuhil
panggilen dari pengadilen .

o, Karens bekerjanys tenaga alam, misalnya seseorang yang
terpsksa pulang dalam keadaan telanﬁang, kerena pakai-
annya yang diletakkan di tepi sungei telah hilang di

terbangken oleh angin .

sedengkan suatu psikis.dermach;iiufdgpat terjadi
apabila orang yang telah menggunaken kekerasan atau telah
menggunakan encaman dengan kekerasan , telah membiarkan
orang yang dipaksa tetap dalam keadaan bebas secara pisik
den tetap bebas untuk menentukan kehendaknya, akan tetapi
dalam kenyataan, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan
yang telah ia gunaken mempunyai pengaruh yang demikian
besar terhadap apa yang akan dipufuskan oleh orang yang
telah dipaksa , hingga orang ini sebenarnya tidak punya
kebebasan lagi untuk dapat menentukan sesuatu sikap sesuai
dengan aepa yang sebenarnya ia kenendeki. ( Lemintang,1973
416 ) .

Dengan memperhatikan rumusan overmach yang terda -

pat didalem memorie van Toelichting yang sudah disebutkan

diastas, make kami depat.memberiken gamberan bhabwa sugtu

paksaan' seperti yang dimakaad-didalem memorie Van Toeli-



cting itu dapet bersifat pisik ataupun bersifat psikis ,
ini dapat dilakuken oleh pihak ketiga dengan menggunakan
suatu encaman ataupun mempergunakan cara cara lain,akan
tetapi dapat juga terjadi karena keadaan-keadaan tertentu

yang peristiwa ini disebut noodtoestand .

Memperhatikan dari rumusan yang terdapat pada MVT
diatas, maka kami menilai bahwa rumusan yang terdapat pa-
da pasel 48 KUHP adaleah lebih tepat dalam memasukkan atau
meletakkan peristiwa overmach, karena overmah itu sebenar
nys terbatas pada suatuckeadaan dimana terdapat suatu
pemaksaan secara psikis saja, yakni terhadap pemaksaan ya
ng tidek mungkin untuk melakukan suatu perlawanan . Akan
tetapi sesual dengan kepatutan tidaklah di isyaratkanybah®
wa orang tersebut harus dapat memberikan suatu perlawanan

terhadap pemaksaan tersebut .

Penger tien &entang overmaech didalam hukum pidana
itu dapat di beri penngertiasn yang sama dengan peristiwa
overmach yang terdapat didelam hukum perdata, pasal 1245
BW . Didalam hukum perdata “overmach" itu berkenaan dengr

an hal tidek dipenuni perikatan-perikatan .

sedengken delsm hukum pidana “overmach" itu berke-
nean dengan hel tidek ditaatinya larangan-larangan atau
keharusan menuruti undang-undang. Dengan demikian dari ke

dua undang-uncung tersebut memberikan tempat .. tersendiri

sebagal pengecuslian .



Dalam perkembangan selanjutnya pembentuk undang
undang telah mengakul adanya tiga macam peristiwa po-
kok dimana suatu overmach dapat terjadi, peristiwa

peristiwa tersebut adalah :

1. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara
pisik .
2. Peristiwa—perisfiwa dimsna terdapat pemaksaan secara
psichis, dan
3, Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan
yang bisanya disebut dengan noodtoestand, yaitu suatu
keadaan dimana terdapat :
a. Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang
gatu dengan kewajiban hukum yang lain .
b. Suatu pertentangan asntara suatu kewajiban hukuam
dengan suatu kepentingan hukum . Dan
c. Pertentangan antera kepentingan hukum yang satu
dengan kepentingan hukum yéng lain .

( prs. Lamintang , 1973 : 408 ) w

€. Macam - macam Overmach

Jonker membagi overmach menjadi tiga bagian

( Bambang Poernomo , 1982 : 194 ) yaitu :

1. Overmagh yang absolut, yaitu orang yang mengalami
sesuatu yang tidak dapat dilawan karena pengaruh yang

dielami baik yang bersifat kejasmanian maupun kejiwa-
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an. Dengan contoh seseorang yang dipegang oleh orang
lalu melemparkannya sehingga timbul kerusakan pada
barang milik orang lein . Atau seseor=ng yang terkena
hipnotis sehingga tidak sadar melakukan pertunjukan
cabul didepen umum . Dua contoh diatas meskipun tidak
ada pasal 48 KUHP dalam keadaan tertentu itu tidak
dapat dipidana .

Dari peristiwa tersebut diatas dapat dipahami
bahwa orang yang tenaganya lemsh tidak dapat di hukum
karena segala sesuatunyes yang melakukan adalah orang
yang lebih kuat , orang inilah yang berbuat dan orang

inileh yang harus dihukum .

o, Overmach yeng relatif, yaitu orang yang mengalami pe-

ngaruh yang tidak mutlak akan tetapi paksaannya tidak
mutlsk / usah dilewan. Disini orang yang dipaksa ma-
sih mempunyai kesempatan untuk memilih perbuatan mana
yang harus dilekukasn namun tidak sanggup menolak .
Seorang kasir yang diancam dengan pistol agar segera
menyerahkan sejumlah uang pada penodong, apabila
kasir tidak segera menyerahkan uang tersebut , maka

ancamannya akan segera dilakukan .

Dalam pikiran juru kasir memang mungkin untuk me-
nolsk perinteh itu dengan resiko ditembek mati, akan
tetapi apabila 1a menuruti perinteh itu ia melakukan

tindskan kejshatan, walau demikian ia tidak kena hukm.



3, Noodtoestand yaitu keadaan darurat karena seseorang
terpaksa melakukannya karena didorong oleh keadaan G 8=
ri luar dirinye untuk memilih dientara dua peristiwa
yang sama Jjeleknya, Pilihan mesih menjedi inisiatif
sipembuat, bedanya dengan overmach yang relatif adaleh
bahwa dalam keadaan darurat ini orang yang terpaksa
itu sendirilah yang memilih-peristiwa-peristiwa pidana
mena yang akan ia lekukan, gedangkan .pada~, paksaan
relatif orang itu tidak dapat memilih, Dalem hal 1ini
orang yang mengambil prakarsa adalah orang yang memak-

Sa.

Keadaan darurat ( noodtoestand ) dapat terjadi ka-
rena adanya tige kemungkinan :
1. Pertentangan dua kepentingan hukum.
o, pertentangan antara dua kewajiban hukum.
3, Pertentangan antara kepentingen hukum dan kewajiban

hukum. ( Bambang Purnomo, 1982 : 194 )e

Agar keterangan diatas mudah difehami.dengan jelas
baikleh akan kami uraikan satu persatu pertentangan dari

ketiga hal tersebut diatas.,

pertama ; Pertentangan dua kepentingan hukum,
pertentangan dua kepentingan hukum terjadi,apabila

orang terjepit antara dua kepentingan, dengan lain kata

ada konflik antara kepentingan yang satu dengan kepenti -

ngan yang laln.



Sebagai contoh : papahnya Karngades, Karneades
adalah seorang Yunani zaman Kkuno, ketika kapalnya tengg-
elam dia berhasil menyelamatkan dirinya berkat pegangan
suatu papan yang terapung di-eir dimana adajuga orang
lain yang ikut memegangnya, tetapi malangnya papan
tersebut ternyata hanya cukup mengangkut satu orang saja
Untuk menyelematkan dirinya, maka Karneades mendorong
orang lain tadi yang ikut berpegangan pada papan ,
sehingga menyebabkan dia tenggelam dalam laut . Disini
dia mengorbankan kepentingen orang lein untuk menyelamat

ken dirinys sendiri .(R. Soesilo, 1978 : 69).

Keadaan derurat semacam ini disebut sebagal suatu
kepentingan melawan kepentingan atau ada dus kepentingan
yang saling berhadapan, yeitu kepentingen untuk hidup .

( pDr. Adi Hemzash , 1991 : 131 ) .
Kedue : Pertentangan asntars dua kewajiban hukum .

Pertentangen antara dua kewajiban hukum terjadi
apabila seseorang terjepit antara kepentingan den kewa=
jiban . Jadi ada konflik antare kepentingan dengan

kewajiban .

Sebagai contoh : Karena tidak mekan atau minum
selasma beberapa hari, seseorang mencuri sebush roti. Di
satu pihek kepentingan diri sendiri mendesak untuk cepat

mendepatksn makanan , dilain pihek berkewajiban untuk



menteati larsngan mencuri . Akhirnya kepentingan diri

gendiri dituruti.

Ketiga : Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewa-

jiban hukum .

pertentangan ini terjedi karena ade konflik esntara
dua kewajiban atau kewajiban berhadapan dengan kewajiban.
contoh : Orang dapat panggilan untuk hadir dipengadilan
pada hari dan wektu yang bersamsan. Sehingga 1a harus
meninggalkan dari salsh satu kewajiban tersebut. (menmgrut
pasal 522 KUHP seseorang yang dipanggil sebagai saksi
tidak detang tanpes alasan yang sah , diancam dengan pidana

permesalahan yang timbul pada berikutnyea adalah
apakah .daya paksa ( overmach ) termasuk dasar pembenar
atau dasar pemaaf. Untuk lebih jelasnya marilsh kita cobea

perhatikan satu persatu pendapat yang dikemukakan oleh

pare ahli hukum :

ven Hamel berpendapat bahwa ; bagi daya paksa,baik
dalem jenis psyhische drang maupun noodtoestand adalah
berdasarkan rechtvaardigingsgrond ( alasan Pembenar ) .

( Bambang purnomo, 1982 : 135

pendapat ini didukung oleh ahli hukum lainnya
seperti pompe dan Jonkers. Sedangkan Simon Noyon berpen -
dgpet bahwa psyhische drang berdasarkan schulduitings gr-

ond ( alasan pemaaf ), sedangkan pada noodtoestand masuk



=

e

pada dasar rechvaardigingsgrond ( alasan Pembenar ) .

Vos berkesimpulan beshwa dasar penghepusan pidana
terhadap noodtoestand berdasarkan rechtvaardigingsgrend ,
dan ada kalanya masuk pada schulduitsluitingsgrond, ter-
gantung masing-masing kasus. contoh peristiwa noodtoestend
seperti dalam opticien arrest 1923 - disitu merupakan
schulduitsluitingsgrond, sedangkan noodtoestang karena
terjadinys pertentangan antara dua kewajiban hukum dari

pasal 164 KUHP disitu merupakan rechtvaardigingsgrond.

Sebelum kita melengksh lebih lanjut, agar mudeh
memahami istilsh-istilah tersebut diatas, baiklah akan
kami jelaskan terlebih dahulu epa yang dimaksud istilah
dibaweh ini
- Rechtveardigingsgrond adalah merupakan "faits justifi -

catifs" yang esrtinya dihapuskan sifat melawan hukumnya
perbuatan sehingga perbuatan itu dibenarkan, dengan kata
lain disebut alasan pembenar,

- Schulduitsluitingsgrond adalah merupaken " faits d'ex -
cuse " yang artinya dihapuskan darii.pertanggungjawaaban
si pembuat atau dihapuskan kesaelahannya, sehingga per-

_baaten itu tidek dipidane , dengan kate lein disebut

alasan pemaaf .

Kembali pada permasalahan diatas banhwa pendapat yang
dikemukekan oleh Simon , berarti diadakan pemisahan antara

daya peksa sempit dan keadaan daruraet. Untuk daye paksa



sempit disitu tidek ada kesalah ( alasan pemaaf ), seda -
ngkan dalam hel keadaan darurat,yang hapus adalah = gifat

melawsn hukum perbuaten ( alasan pembenar )e

Van Hattum berpendapat bahwa dalam pasal 48 hanys
ada aslasan pemasf. ( Moeljatno, 1993 : 142 ) . alasannya
perbuatan yang dileskukan tetap bersifat melawan hukum 5

tetapi kesalahannya bisa dimeafkan karens daya paksa tadi

Dari pendaspat-pendapat tersebut diatas, saya lébih
cenderung untuk mengikuti pendapat dari Vos yang mana di
adakan pemisshan antara daya paksa sempit dan darurat .
yang mana antara daya paksa sempit disitu tidak ada kesa-
lahen ( alaesan pemaaf ), karena peksaan tekanan tersebut
datang dari orang lain sehingga fungsi batinnya tidak
normal seperti seorang sopir taksi ditodong dengen pistol
agar memepercepat laju kendaraannya melebihi kecepatan

maximum,

Sedangkan daya paksa derurat ( noodtoestand ) itu
sebegai dasar pembenar, disini perbuatannya dibenarkan .
yvisalnye sopir yang berhenti dijelan umum yang ada tanda
dilerang berhenti karena mobilnya mogok dapat mengajukan
sebagail xeadaan darurat, daya membenarkan jika pembuat
tidak mempunyai pilihan lain-.

lein halnys ycng dikemukakan oleh Hattumy, yang me-

ng=tukan bshwa semua bentuk daya pexsa (overmach), baik



dalem erti sempit maupun keadasan darurat (noodtoestand),
termasuk dasar pemaaf (schulduitingsgrond). Alasannya
adalah semua perbusten yeng dilekukan itu masih tetap
melawan hukum, nanya orangnya tidek dipidans karena ter-
paksa, baik yang berasal dari manusia maupun dari keada-
an yang lain. Pendapat ini kemudian diikuti oleh sarjana
moeljatnoe yang berbunyi"Dari pendapat-pendapat tersebut
diatas yang paling dapat saya setujui adalah pendirian
van Hettum . Atas perbuatan yang dilakukan orang karena
pengaruh daya paksa , dimana fungsi batinnye tidak dapat
bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari
luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya".Yang masih
menjadi persoalan adalah seberapa besar seharusnya teka-
nen batin dari luar, untuk depat dikatakan ada dayapaksa
yang mengakibetkan adanya kesalahan dapat dimaafkan.

( Adi Hamzah, 1991 : 132 ).

Tetapi pendapat yang umum ialah daya paksa ita
dapat berupa dasar pembenar dan dapat pula berupa dasar
pemaaf, Jadi menurut para ehli ini, daye paksa yang ter-
cantum didelam pasal 48 KUHP dapat dipisahkan menurut
teori, atas duas jenis. Van Bemmelen menyebutkan keadaan
darurat (noodtoestand) sebagail dasar pembenar, Disini
perbuatannya dibenarkan , misal sopir berhenti ditempat
umum karena mobilnya mogok. Sedangkan daya paksa dalam

arti sempit , termasuk dalam dasar pemasaf. (Anédi Hamzah
1991:132)
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Bahwe agar suatu perbuatan dimesukkan dalam péris-

tiwa noodtoestand maka harus memenuhi tiga syarat,yaitu :

1. Kepentingan hukum yang telah dikorbankan itu secara mya

ta juga tidak dapat tertolong lagi, seandainya .pelaku
tidak melakukan sesustu.

Dengan demikian, misalnysa terdapat suatu kenyataan bah
wa balok penolong yeng secara bersama telah menjadi
tempat berpegamgan bagi dua orang pelaut yang kapalnya
telah tenggelam, yang hanya mampu untuk satu orang, ag
ar balok tersebut terapung dipermukaan airlaut . Dalam
hal ini perbuaten mengorbankan salah satu dari dua ke-
pentingan hukum yang mempunyai nilai yang sema , itu
dapat membuat pelakunya tidek daepat dihukum.
Kepentingan hukum yang dikorbankan itu asdalah  memang
perlu , untuk menolong jiwanya atau nyswa orang lain.,
Bahwa slasan yeng mengataekan seolahrolah dirinya beréda
didelam suatu noodtoestand itu tidek dapat diberken pa
da mereka yang sesuai dengen pekerjsannya yang memang
mempunyai kewajiban untuk menghadapi bahaya , seperti
pars anggota angkatan perang atau para anggots polisi.
Atau setidak-tidaknya alasan semacam itu hanyelah da-
pat dikemukakan secara sangat terbatas oleh oreng yang

dimaksud diatas. ( Lamintang, ;1973:431).

Sedangken ahli hukum yeng lain mengisyasratkan pada

kxeadaan noodtoestend dengan dua persyaratan yakni j
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. Adanye suatu.keseimbangan antara kepentingan yang di

lindungl dengan kepentingan yang dikorbankan, dikenal
dengan asas proporsionslitas.

Apabila peda suatu pada suatu saat tertentu terdapat
suatu pertentangan antera kepentingan yeng satu dengen
kepentingen yang lain, maka kepentingan yang mempunyai
nilei lebih tinggi itu harus ditolong, sedangkan kepen
tingan-kepentingan yang mempunyai nilai lebih rendah
atau setidak-tideknya mempunyai nilal yang sama itu
dapat dikorbankan .

pPengorbanan daeri kepentingan yang mempunyai nilai le-
bih rendah itu haerusleh dapat mencegah agar kepenting-
yang mempunyei nilai lebih tinggi jamgan sampai harus
ikut dikorbankan .

Menurut prof. van Bemmelep, yang dapat membuat
seorang pelaku menjadi tidak dapat dihukum itu bukan
saja karena perbuatan yang telah ia lakukan di dalam
suatu noodtoestand itu telah memenuhi syasrat di ateas,
meleinkan juga apabile perbuatan yang telah ia lakukan
itu merupakan suatu perbuatan yeng telah terjedi seba-
gai ekibat dari adanya suatu noodtoestand exces, yakni
suztu noodtoestand yang menimbulkan gejolek dalam hati
yesng demikian rupe yang tidak dapat mempertimbangkan
secara wajar tenteng perbuatan yamg hendsk ia lakukan

den melebihi yang diizinkan dalam noodtoestand , maka
orsng tersebut tidak dihukum. (lamintang, 1973:433).
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Dalam memberlakukan ketentuan pidana yang di atur
didalam pasal 48 KUHP, hakim harus mempertimbangkan ten-
tang kepentingan-kepentingan hukum yang harus dipertahan
kan dan tentang kepentingan hukum yang dapat dikorban kan
oleh seorang pelaku. Untuk menghindarkan suatu kerugian
harta kekayaan yang kecil, orang tidak diperbolehkan me-
ngorbankan nyawa dari orang lain. Selanjutnya ysang harus
diperhatikan yaitu apakah benar bahwa kedua kepentingan
itu secara nyata berada dalem bahaya, dan. apakah dengan
sesuatu cara keduanya tidek: dapst tertolong atau untuk
menolong kepentingan yeng satu itu dapat dilakukan tanpa
harus mengorbankan kepentingan yang lainyang tidak bera=:

da dalam bashaya. (Lamintang, 1973 : 429).

Demikianlah uraian overmach dan permasalahannya ,
oleh karena pembentuk undang-undang tidak memberikan pen
jelasan secara jelas tentang suatu overmach telsh terje-
di, maka penentuannysa diserahkanvkepada hakim untuk me=-

nilainya secara bebas .



